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BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (4} Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang
Disalahgunakan Dalam Pangan, maka periu
menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan
Dalam Pangan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi  Selatan(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874),
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentitkan Peraturan Periindang-uindangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomaor 82, Tambahan lembharan Negara Rennbhlik
Indonesia Nomor 5234);

tindang-lIndang Naomar 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-lIndang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2014 Namor 244, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sehagaimana telah dinuhah bheherapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas I[Indang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,

Tamhahan Lembaran Negara Renuhlik Indonesia

Nomor 5680);

Per/9/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang
dinvatakan sebagai Rahan Berbahava;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/
PER/Q/20090 tentang Pengadaan, Distribusi dan
Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah
dinhah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 23 M-DAG/ PER/ 9/ 2011;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan
Pangan;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik

Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam

Pangan:
gan;

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor S
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan vang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Taraia Utara {lLemharan Daerah Kabupaten Taraja
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13,

14.

15,

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan

atau  badan  usaha, baik yvang  berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum
vang didirikan dan berkedudukan atan
melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Repuhlik Indanesia, haik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian

bidang ekonomi.

Pengadaan adalah prases kegiatan penvediaan.

Peredaran adalah pemberian, penyerahan,
nengangkutan, neniualan dan penvimpanan untuk
berjualan.

Penvalahgunaan adalah peEngEIInNasn hahan
berbahaya dalam pangan pada proses produksi
pangan dan/ atau produk pangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat  dengan  SKPN  adalah  perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja

TTtnrn
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.Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan

adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Radan
Pengawas Obat dan Makanan.
Sarana produksi bahan herhahaya adalah tempat

membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah

berbahaya untuk diedarkan.
Sarana impaortasi bahan bherbahava adalah tempat
melakukan kegiatan memasukkan bahan berbahaya

ke dalam wilayah Indonesia.

Sarana Distribusi bahan berbahaya adalah tempat
melakukan kegiatan peredaran hahan herhahaya
kepada pengecer dan pengguna akhir.

Sarana pengecer hahan herhahaya adalah tempat
melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya

kenada nengguna akhir.

do



16. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan
industri  yang menggunakan hahan herhahava
sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara
kimia fisika, sehingga terjadi peruhahan sifat fisika
dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan
orang atau  bhadan usaha atan lembaga vang
menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan

penolong sesuai peruntukkannya.

Pasal 2

pr—
—
~—

Dalam rangka pengawasan bhahan berhahava vang
disalahgunakan dalam pangan, Bupati menyusun
rencana pengawasan  hahan  herhahava vang

disalahgunakan dalam pangan.

—
——

Rencana pengawasan sehagaimana dimaksud nada
ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah { RP.IM.

Pasal 3

Pemerintah Naerah waijih mendata setiap pelaku usaha
nangan di Daerah.

Bagian Kesatu
Jenis Rahan Rerbahava

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan hahan herhahaya yang
disalahgunakan dalam pangan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh
Bupati.

Pengawasan Bahan Berbahava vang disalahgunakan
dalam pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap jenis bahan herhahaya antara

——
—
—

——
-

lain:

a_asam borat;

b. boraks;

c. formalin (lavutan formaldehid);

wh



d. paraformaldehid (serbuk dan tablet
parafarmaldehid);

e. pewarna merah rhodamin b,

f. pewarna merah amaranth;

g. pewarna kuning metanil (Methanil Yellow); dan

h. pewarna kuning auramin.

DPnanl 5

L anas

{1} Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2]
dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan
hahan berhahayva dalam pangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakiitkan sejak saat pengadaan sampai dengan

peredaran.

Bagian Kedua

Penerhitan Kartu ldentitas Bagi Pelakn Usaha

“
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(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 bagi pelaksana usaha pangan

dilakukan dengan menerbitkan kartu identitas
fidenfity cardj.

(2} Kartu identitas fidentyti card) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diterhitkan oleh Organisasi Perangkat

Daerah yang membidangi perindustrian dan
perdagangan.

Bagian Ketiga
Tim Terpadu Pengawasan Rahan Rerhahaya

vang Disalahgunakan Dalam Pangan
o o8

Pasal 7

{1) Dalam melaksanakan pengawasan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bupati
membentitk  Tim  Terpadu  Pengawasan Rahan
Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan
dengan Keputusan Bupati,

{(2) Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari unsur -

a. bidang perindustrian dan perdagangan;

ch



(3)

(4)

(5)

b. bidang pengawasan obat dan makanan;

c. bidang kesehatan;

d. bidang pertanian, perikanan, petermnakan dan
ketahanan pangan;

e. bidang perhubungan, informatika; dan

f. bidang penegakan hukum.

Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. penanggungjawab;

b. ketua;

c. wakil ketua,

d. sekretaris; dan

€. anggota.

Jabatan dalam Tim Terpadu Pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat lebih
dari satu sesuai kebutuhan.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim
Sekretariat.

Bagian Keempat
Tugas Tim Terpadu Pengawasan
Pasal 8

Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

a.

(1)

melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan,
peredaran, dan penggunaan di sarana produksi,
importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir
bahan berbahaya, dan tempat — tempat sumber
pasckan bahan berbahaya;

melakukan pengamanan setempat terhadap bahan
berbahaya, dalam hal ditemukan penyimpangan
dalam pengadaan dan peredaran serta
penyalahgunaan dalam  penggunaan  bahan
berbahaya dalam pangan; dan

melaporkan hasilpengawasan berupa Berita Acara
Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium
sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) kepada
Bupati sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Pasal 9

Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 meliputi :
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(¢

a. inventarisasi;

b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
dan
¢. pengambilan bahan (sampel}] untuk uji
laboratorium.
(2) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara Pengamanan Setempat.

BAB IV
KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha wajib :

a. tidak mengadakan, mengedarkan dan/atau
menyalahgunakan bahan berbahaya dalam
pangan;

b. membuat dan menandatangani surat
pernyataan tidak menyalahgunakan bahan
berbahaya dalam mengadakan dan/atau
mengedarkan pangan; dan

c. megenakan ID (identity card)} setiap melakukan
aktivitas (berdagang).

(2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,
hanya diperkenankan mendaftar ulang 1 ({satu) kali

Pasal 11

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan,
dan/ atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam
pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim
Terpadu Pengawasan Bahan  Berbahaya  Yang
Disalahgunakan Dalam Pangan, untuk melakukan
pemeriksaan.

BAB V
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Bupati melakukan sosialisasi dan pembinaan
pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan
penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di
Daerah.



e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan
neratiiran perundang- undangan,

BAB IX

KETENTITAN DENTITUDP

Ahid L AT A% L LJ4A VW

Pasal 17
Peraturan Rupati Toraja Utara ini mulai herlaku pada
tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengindangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Rerita Daerah Kabupaten Taraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 18 4pril 2216

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 4pril 2214

-
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Pasal 13

Pemhinaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan melalui :

snsialisasi;

koordinasi;

fasilitasi;

monitoring dan evaluasi
penetanan nedoman teknis; dan/ atau

™ AN o

pelatihan dan bimbingan teknis

Riupati menvamnpaikan laparan nelaksanaan
pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan
dalam pangan kepada Gubermnur dengan tembusan
kepada Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan
Makanan satu kali satu tabun setiap tanggal 10

Tnniitne
wadiilAtAl 4.

BAB VII

DELRITYAR A AN

A AJLWA AL AENL AL ALY

Pasal 15

berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan
hersumher pada Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah,dan/atau lain-lain sumber pendapatan yang
sah dan tidak mengikat.

Pendanaan atas pelaksanaan pengawasan  bahan

BAB VIII

Pasal 16

(1} Setiap pelaku usaha vang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1] berupa -

a. peringatan tertulis;

h. penghentian sementara kegiatan;
c. rekomendasi pencabutan izin;
d_pencahutan izin usaha; dan/ atan

N2



